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LAPORAN 

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI  

KE PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023 

16 – 20 DESEMBER 2022  

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Dasar Kunjungan Kerja 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan 

perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam 

melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat 

mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya. 

Untuk itu pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 – 2023 tanggal 

16 – 20 Desember 2022, Komisi VI DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja 

Reses ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka 

pengawasan secara langsung dari pihak yang terkait dengan kesiapan 

menghadapi Natal dan Tahun Baru 2023 antara lain Kementerian 

Perdagangan dan BUMN Transportasi yakni PT PELNI (Persero), PT Angkasa 

Pura I dan Perum Damri. 

Pada kesempatan Kunjungan Kerja Reses ke Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan tersebut Komisi VI DPR RI juga menggunakan kegiatan 

tersebut untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap penyaluran 
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penjaminan kredit dan UMKM, dan asuransi lainnya. Secara lebih khusus 

Komisi VI DPR RI akan melihat secara langsung PT Bahana Pembinaan 

Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI/Indonesia Financial Group (IFG) melalui 

anak usaha PT Askrindo dan PT Jamkrindo menjalankan penugasan 

pemerintah dalam pengembangan UMKM melalui penjaminan KUR UMKM 

serta Program KUR UMKM yang diklaim sudah menjangkau 50,2 juta UMKM 

dan telah berhasil menyerap 78,9 juta tenaga kerja.  

Komisi VI DPR RI juga menjalankan fungsi pengawasan kepada PT Jasa 

Raharja sejauh mana pelaksanaan kualitas pelayanan Asuransi Kecelakaan 

Penumpang Alat Angkutan Umum dan Asuransi Kecelakaan Lalulintas Jalan 

serta pengawasan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dalam upaya 

meningkatkan kinerja korporasi karena masuk dalam Status Pengawasan 

Khusus dan memaksimalkan berbagai upaya perusahaan dalam usulan 

Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).  

B. Objek Kunjungan Kerja. 

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja (Kunker) 

pada Masa Reses adalah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. pada 

tanggal 16 s.d. 20 Desember 2022.   

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja 

Secara umum Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi 

Sulawesi Selatan pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 

ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan dari PT PELNI 

(Persero), PT Angkasa Pura I dan Perum Damri dalam rangka persiapan 

menghadapi Natal dan Tahun Baru 2023.  Diharapkan melalui langkah dan 

strategi yang tepat oleh BUMN Transportasi tersebut, masyarakat dapat 

melakukan mobilisasi pada masa libur Natal dan Tahun Baru dengan aman 

dan nyaman. Untuk Kementerian Perdagangan, Komisi VI DPR RI 

memberikan perhatian bagaimana kesiapan ketersediaan bahan pokok dan 

harga yang terjangkau bagi masyarakat.  
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Pada kesempatan yang sama Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI 

ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 

2022-2023 digunakan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan dari PT 

Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG dan anak usahanya yakni 

PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo), PT Asuransi Kredit 

Indonesia(Askrindo), PT Jamkrindo dan PT Jasa Raharja, serta instansi dan 

pihak-pihak terkait menjalankan penugasan pemerintah dalam pengembangan 

UMKM melalui penjaminan KUR UMKM dan kinerja perusahaan.  

Lebih jauh, Komisi VI DPR RI bermaksud melihat kinerja PT BPUI 

(Persero)/IFG dan anak usaha, di sektor Asuransi dan Penjaminan utamanya 

dari aspek tata kelola perusahaan yang baik disertai tolok ukur kinerja 

keuangan dan kontribusinya kepada negara termasuk bagaimana Holding PT 

BPUI (Persero) dan anak usaha melakukan mitigasi resiko dan berbagai upaya 

perusahaan dalam meningkatkan Risk Based Capital (RBC) perusahaan 

terutama dikaitkan dalam pengelolaan risiko termasuk nilai risiko yang 

ditanggung dikaitkan dengan re-asuransi (reinsurance), Rasio Klaim (Claim 

Ratio) dan kinerja perusahaan dalam 3 tahun terakhir.  

Hal ini dinilai penting dalam membantu upaya terwujudnya 

pengembangan UMKM melalui penjaminan KUR UMKM dan terbentuknya 

BUMN asuransi dan penjaminan yang baik.   

D. Agenda Kunjungan Kerja 

Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan 2 (dua) agenda pertemuan. Pada 

pertemuan pertama, dilaksanakan pendalaman dengan jajaran direksi PT 

Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG dan anak usahanya yakni 

PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo), PT Asuransi Kredit 

Indonesia(Askrindo), PT Jamkrindo dan PT Jasa Raharja, serta instansi dan 

pihak-pihak terkait menjalankan penugasan pemerintah dalam 

pengembangan UMKM melalui penjaminan KUR UMKM dan kinerja 

perusahaan. 

 Pada pertemuan kedua dilaksanakan pendalaman rangka 

pengawasan kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru antara lain 
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Kementerian Perdagangan dan BUMN Transportasi yakni PT PELNI 

(Persero), PT Angkasa Pura I dan Perum Damri.  

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja 

Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam Masa Persidangan II Tahun 

Sidang 2022 – 2023 tanggal 16 – 20 Desember 2022, sebagai berikut: 

 

 

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI KE KOTA MAKASSAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN   

Pada pertemuan dengan jajaran direksi PT Bahana Pembinaan Usaha 

Indonesia (Persero)/IFG dan anak usahanya yakni PT Asuransi Jasa Indonesia 

(PT Jasindo), PT Asuransi Kredit Indonesia(Askrindo), PT Jamkrindo dan PT Jasa 

Raharja, serta instansi dan pihak-pihak penugasan pemerintah dalam 

NO

. 

NO. 

ANGG

. 

N   A   M   A KETERANGAN 

1.  A-318 M. SARMUJI, S.E., M.Si.  

KETUA TIM/ WK 

KETUA KOMISI VI/ 

F.PG 

2.  A-229 ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H. F.PDIP 

3.  A-209 SONNY T. DANAPARAMITA F.PDIP 

4.  A-232 I NYOMAN PARTA, S.H. F.PDIP 

5.  A-158 SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON F.PDIP 

6.  A-199 Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M F.PDIP 

7.  A-327 GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. F.PG 

8.  A-348 TRIFENA M. TINAL, B.Sc F.PG 

9.  A-128 Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H. F.GERINDRA 

10.  A-131 Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG F.GERINDRA 

11.  A-135 HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M F.GERINDRA 

12.  A-115 KHILMI F.GERINDRA 

13.  A-36 IR. H. M. NASIM KHAN F.PKB 

14.  A-11 TOMMY KURNIAWAN F.PKB 

15.  A-40 H. ALI AHMAD F.PKB 

16.  A-563 PUTU SUPADMA RUDANA F.PD 

17.  A-447 AMIN AK, M.M. F.PKS 

18.  A-433 H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos F.PKS 

19.  A-472 Dr. H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si. F.PPP 
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pengembangan UMKM melalui penjaminan KUR UMKM dan kinerja perusahaan 

Komisi VI DPR RI menyoroti 3 hal. 

Yang pertama sebagai BUMN yang inti usaha (core business) Asuransi 

dan Penjaminan, sejauh mana upaya perusahaan PT BPUI (Persero)/IFG dan 

seluruh anak usaha (PT Jasindo, PT Jamkrindo, PT Askrindo dan PT Jasa 

Raharja) dalam meningkatkan Risk Based Capital (RBC) perusahaan.  

Kemudian, apakah dalam melaksanakan bisnis asuransi yang highly 

regulated, PT BPUI dan seluruh anak usaha menerapkan standar industri 

asuransi internasional termasuk dalam aktuaria. Terkait dengan hal itu, BPUI 

(Persero)/IFG diminta menjelaskan pola pengawasan internal dan perlindungan 

nasabah.  

Komisi VI DPR RI juga meminta penjelasan detil sejauh mana PT BPUI 

(Persero) dan seluruh anak usaha (PT Jasindo, PT Jamkrindo, PT Askrindo dan 

PT Jasa Raharja) melaksanakan pembayaran klaim asuransi yang dikaitkan 

dengan kinerja perusahaan serta anak usaha PT BPUI (Persero) dan seluruh 

anak usahanya dalam 3 tahun terakhir. 

Disampaikan oleh BPUI (Persero)/IFG bahwa Program KUR UMKM sudah 

menjangkau 50,2 juta UMKM dan telah berhasil menyerap 78,9 juta tenaga kerja.  

Selain penjaminan kredit KUR, Askrindo dan Jamkrindo juga mendukung program 

pemulihan ekonomi nasional melalui penjaminan kredit Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN). Per Desember 2021, tercatat terdapat 1,7 juta UMKM yang 

dijamin dengan total penyerapan tenaga kerja sebesar 2,65 juta orang. 

Kepada Komisi VI DPR RI, BPUI (Persero) IFG melalui anak usahanya yakni 

PT Jamkindo dan PT Askrindo menegaskan komitmen penguatan UMKM ke 

depan melalui penguatan infrastruktur digital dan akses permodalan yang mudah 

dan tepat sasaran. Diungkapkan bahwa pihak PT Jamkrindo telah menyiapkan 

berbagai infrastruktur dan akses pendukung demi memberikan kemudahan dalam 

memberikan pengajuan penjaminan, dan juga mengakomodir kebutuhan UMKM 

dalam hal pemberdayaan, sehingga ke depan menjadi UMKM yang naik kelas.  

Secara keseluruhan Komisi VI DPR RI mengapresiasi upaya perbaikan kinerja 

PT BPUI (Persero) dan seluruh anak usahanya namuan beberapa catatan penting 

adalah perlunya akselerasi dalam rangka penertiban oleh manajemen PT BPUI 

(Persero)/IFG group menertibkan tata kelola perusahaan yang baik yang 
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diterapkan pada anak-anak perusahaan terutama terkait dengan penerapan 

aturan re-asuransi dan claim ratio yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan . 

Berikutnya adalah, BPUI diminta disiplin dalam menjalankan bisnis pengelolaan 

risiko dan panjaminan sebagai line business sehingga bisa meneapkan standar 

internasional asuransi.   

Pada pertemuan dengan jajaran Kementerian Perdagangan dan BUMN Transportasi 

yakni PT PELNI, PT Angkasa Pura I dan Perum Damri tentang kesiapan menghadapi 

Natal dan tahun baru 2023, Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa kesiapan sudah 

mendekati 100 persen. Kepada BUMN transportasi secara khusus disampaikan agar 

keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi faktor yang harus ditekankan dalam 

setiap perjalanan. 

Komisi VI DPR RI menyampaikan agar seluruh pihak bersinergi untuk mendukung 

pergerakan masyarakat sehingga terwujud rasa nyaman dalam penggunaan transportasi 

publik yang pada akhirnya mampu mendorong berkurangnya jumlah masyarakat yang 

melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi. 

Khusus untuk Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi VI DPR RI menilai 

wilayah ini berperan penting sebagai hub bagi lalu lintas di wilayah tengah dan timur 

Indonesia. Para pihak yang terkait terutama PT Angkasa Pura I harus meningkatkan 

kesiapannya mengingat diperkirakan pergerakan penumpang di Bandara Sultan 

Hasanuddin bisa mencapai 650 ribu orang selama Nataru 2022. 

 

III. REKOMENDASI 

 

Rekomendasi dari Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 

2022 – 2023 tanggal 16 – 20 Desember 2022, sebagai berikut: 

1. Menghadapi Natal dan Tahun Baru 2023  Empat poin penting yang terkait 

dengan kesiapan BUMN di bidang transportasi adalah 1) terkait dengan faktor 

keamanan, 2) kenyamanan, 3) kecepatan dan juga 4) keselamatan.   

2. Terkait pengawasan terhadap penyaluran penjaminan kredit dan UMKM dan 

asuransi, Komisi VI DPR RI mengapresiasi PT Bahana Pembinaan Usaha 

Indonesia (Persero) atau BPUI/ Indonesia Financial Group (IFG) dalam 

pelaksanaan Program KUR UMKM sudah menjangkau 50,2 juta UMKM dan 

telah berhasil menyerap 78,9 juta tenaga kerja dan penjaminan kredit KUR 
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dalam kerangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui 

penjaminan kredit Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimana Per Desember 

2021, tercatat terdapat 1,7 juta UMKM yang dijamin dengan total penyerapan 

tenaga kerja sebesar 2,65 juta orang.,  

3. Beberapa pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI terkait dengan kinerja 

perusahaan terutama re-insurance, claim ratio dan kinerja keuangan anak 

usaha PT BPUI/IFG akan dibawa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada 

masa sidang yang akan datang.  

KETUA TIM  
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR RI  

KE KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 
TTD. 

 
M. SARMUJI, SE, M.SI. 

A-318 
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LAMPIRAN FOTO KEGIATAN  

  

 
Tim Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kota Makassar 

Provinsi Sulawesi Selatan berfoto bersama seusai diskusi pendalaman dengan 
BUMN bidang Transportasi (PT Pelni, Perum Damri dan PT Angkasa Pura I) 

 

 
Pimpinan Tim Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan M. Sarmuji, SE, Msi memberikan sambutan saat 
membuka rapat Pendalaman dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 

(Persero) atau BPUI/Indonesia Financial Group (IFG) dan anak usahanya  
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Anggota Tim Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan saat rapat pendalaman dengan mitra 

***  
 


